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 Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintah di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[footnoteRef:1]   [1:  Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah] 

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah. Dalam perkembangan  otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif  masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
Sejak diluncurkannya program Dana Desa oleh pemerintah untuk pembangunan desa, perkembangan dana desa semakin pesat dengan pengalokasian dana desa yang cukup besar dilihat dari jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.312.546.966.000,00 Tahun 2022 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp.323.958.125.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp.339.139.699.000,00.   Menurut  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[footnoteRef:2]  [2:  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.] 

Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.[footnoteRef:3]  [3:  Arista widiyanti, ”Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa”,Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 2.] 

Dalam pembangunan desa masyarakat harus dilibatkan dengan cara bergotong royong dan kebersamaan ini sebagai wujud pengamalan pancasila. Menurut Pasal 1 ayat (9) PP RI No. 37 tahun 2023, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[footnoteRef:4] Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa yang disalurkan ke masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.[footnoteRef:5] Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa didalam Pasal 72 ayat (4) meyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.[footnoteRef:6] Menurut Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif dari semua lapisan.[footnoteRef:7] Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur Undang-Undang diatas tidak dijalankan. Pemberian dan implementasi ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan pasrtisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip good governance, diantaranya partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.[footnoteRef:8] [4:  Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.]  [5:  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.]  [6:  Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.]  [7:  Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.]  [8:  Arista Widiyanti,”Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa”, Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, h. 7.] 

Prinsip akuntabilitas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan dan pertanggung-jawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activies) dan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activies). [footnoteRef:9] [9:  Ibid., h. 6.  ] 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memmiliki hak atau berwenang meminta pertanggung-jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggung-jawabkan).[footnoteRef:10] Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung-jawaban yang dimaksud adalah masalah finansial Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD)[footnoteRef:11], dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalammya. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Selain itu ADD ini diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh aparat desa dengan melibatkan masyarakat. ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat .[footnoteRef:12] [10:  Lina Nasehatun Nafidah, Nur Annisa. “ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” dalam jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 10 (02), Oktober 2017, h. 273-288.]  [11:  Ibid]  [12:  Masiyah Kholmi. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam jurnal Ekonomika Bisnis , Vol. 07 N0. 02, Juli 2016, h. 143-152.] 

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.[footnoteRef:13] Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.[footnoteRef:14] Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 4, yaitu membentuk pemerintah desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.[footnoteRef:15] Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat.[footnoteRef:16] [13:  Ibid. ]  [14:  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.]  [15:  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.]  [16:  Masiyah Kholmi. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dalam jurnal Ekonomika Bisnis , Vol. 07 N0. 02, Juli 2016, h. 143-152.] 

Pada dasarnya suatu Kebijakan dibuat untuk dijalankan sebagaimana mestinya untuk kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya , Namun terkadang pada saat suatu kebijakan dikeluarkan atau disahkan  saat pengimplementasiannya  banyak ditemui dampak baik positif ataupun dampak negatif serta  banyak Tantangan yang dihadapi. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis  berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul “Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”.
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Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk161533415]Bagaimana Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana Analisa yuridis terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang ?
3. Apakah ada keberhasilan dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten deli Serdang ?
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Tujuan penelitian haruslah tergambar secara tegas apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut, tujuan penelitian harus berkaca dari permasalahan. Penelitian yang dilakukan khususnya untuk kepentingan akademik tentu harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
2. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. 
3. Untuk mengetahui Analisa yuridis terhadap kebijakan pemerintah mengenai Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang.	
4. Untuk Mengetahui dampak kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang terhadap kesejahteraan masyarakat.
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan khususnya Hukum Administrasi Negara dibidang ilmu hukum, serta memperdalam tentang Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang nantinya hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.
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